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‘Pencatatan Aset Daerah
Dlmlnta Dltertlbkan

Komisi II1
Dukung Sistem
Satu Pintu

SIGI - Wakil Ketua Komisi I11
(pembangunan) DPRD Sigi, Yosias
Ntahu, meminta kepada Bagian
Perlengkapan dan Umum (Perlum)
Pemkab Sigi agar melengkapi
catatan aset daerah di kabupaten
tersebut. Mulai dari aset bergerak
dan tak bergerak, semua harus ada
catatannya di Bagian Perlum.

Karena kurun tiga tahun terakhir
kata Yosias, pengadaan kendaraan
dinas (randis) masih ditangani oleh
masing-masing SKPD. Belum lagi
kalau ada pejabat yang dimutasi,
kendaraan dinas yang dipinjam-

Yosias Ntahu

pakaikan ikut dibawa oleh pajabat
bersangkutan. Hal-hal seperti inilah
kata dia, yang memengaruhi karut
marutnya pencatatan aset di
Kabupaten Sigi.

“Kita berharap kepada Bagian
Perlu selaku mitra kerja Komisi
I11, dilengkapi catatannya ter-
masuk aset hasil hibah kepada
Pemkab Sigi. Kalau administrasi
kita tak lengkap, akan meme-
ngaruhi laporan keuangan daerah
kita saat dilakukan pemeriksaan
oleh BPK RI. Gara-gara aset, kita
dapat nilai buruk. Ini jangan
sampai terjadi, “’kata Yosias me-
ngingatkan, ditemui di kantornya
kemarin (23/11).

la mendukung upaya Pemkab
Sigi yang mulai tahun 2012

@ Baca PENCATATAN Hal 14




image2.jpeg
- Jangan Ada Pejabat
“Dapat Randis Double

B Pencatatan ...
Sambungan dari hal...16

mendatang, membuat kebi-
jakan pengadaan kendaraan
dinas memakai sistem satu
pintu. Semua pengadaan
randis lewat Bagian Perlum.
Selain dapat menekan mark up
harga, tertib administrasi
randis juga akan terwujud serta
mudah dilakukan kontrol.

Menurut politisi Partai
Gerindra ini, pengadaan randis
yang masih berada di SKPD,
dapat memicu perbedaan harga
ketika ada pembelian randis.
Antara SKPD yang satu
dengan SKPD lainnya,
berpotensi terjadi perbedaan
harga, yang dikhawatirkan
akan menjadi temuan aparat
penegak hukum.

“Kalau sudah satu pintu,
memudahkan bila ada ekspos
* data. Analisa kebutuhan randis

juga dengan mudah kita
lakukan. Bagi pejabat yang
punya kebiasaan buruk ketika
dimutasi tak mengembalikan
randis, juga akan mudah
diketahui. Kebiasaan ini kita
harapkan diberi ketegasan oleh
Bagian Perlum jika ada pejabat
masih berulah demikian,”
harap Yosias.

Pejabat setingkat kepala
bidang (kabid) diminta jangan
lagi diberikan kendaraan dinas
roda empat. Itu bagian dari
pemborosan anggaran. Begitu
pun dengan staf biasa yang
menggunakan motor dinas,
kalau kinerjanya tidak ber-
prestasi sebaiknya ditarik dan
diberikan kepada yang
lainnya. Memberikan ken-
daraan dinas bagi pegawai,
ukurannya harus ada terutama
dari sisi beban kerja. “SKPD
jangan terlalu mudah mene-
gajukan anggaran pembelian

randis. Sudah banyak randis di
SKPD tersebut, tapi jusru
kinerjanya jalan di tempat.
Tidak ada terobosan dan
lompatan-lompatan  ide.
Pemberian kendaraan dinas
harus dijadikan sebuah
reward,”katanya.

Ia juga meminta bagi pejabat
yang telah memiliki mobil
dinas dan dapat lagi motor
dinas, sebaiknya diinventarisir
oleh Bagian Perlum. Jangan
sampai terjadi kecemburuan
sosial dan memicu keretakan
hubungan baik di instansi
tersebut. Sebab, hal semacam
itu rawan mengundang rasa
ketidakadilan antar sesama
pegawai.

“Kalau bisa, pejabat yang
sudah diberikan mobil dinas,
dikembalikan motor dinasnya.
Jangan dapat double, karena
itu memicu hubungan yang
kurang baik,” tandasnya.(fri)




